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MOTTO 
 
 ا َ ر ِ ئ َٚ  ا َٙ ٍِ َْ٘ أ  ٰٝ َ ٌ ِ ئ  ِخا َ ٔا َِ َ ْلْ ا  اُّٚ د َإُ ت ْ َ أ  ُْ ُو ُش ُِ ْ أ َ ٠ َ َّاللَّ َّْ ِ ئ اٛ ُّ ُى ْحَ ت ْ َ أ  ِطا َّ ٌٕ ا َٓ ْ١ َ ت ُُْ ت ّْ َى َح
ا ًش١ ِص َ ت ا ًؼ١ ِّ َس َْ ا َو َ َّاللَّ َّْ ِ ئ  ۗ  ِٗ ِ ت ُْ ُى ُظ ِؼ َ ٠ ا َّّ ِؼ ِ ٔ َ َّاللَّ َّْ ِ ئ  ۚ  ِي ْذ َؼ ْ ٌ ا ِ ت 
 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. 
 
(QS. AN-NISA: 58) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ر z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
س Ra R Er 
ص Zai Z Zet 
ط Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
ؽ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ن Kaf K Ka 
ي Lam L El 
َ Mim M Em 
ْ Nun N En 
ٚ Wau W We 
ٖ Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ٞ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتو Kataba 
2. شور Zukira 
3. ة٘ز٠ Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٜ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٚ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ف١و Kaifa 
2. يشح Haula 
 
 
xi 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٞ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ٞ...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
ٚ...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يال Qa>la 
2. ً١ل Qi>la 
3. يٛم٠ Yaqu>lu 
4. ِٟس Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يافطلْا حضٚس Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ححٍط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. إّتس Rabbana 
2. يّضٔ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  يا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًجّشٌا Ar-rajulu 
2. يلاجٌا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًوأ Akala 
2. ْٚزخأت Taꞌkhuduna 
3. إٌٕا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يٛسسلائ ذحِّ اِ ٚ Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
xiv 
 
 ٓ١ٌّاؼٌا بس للهذّحٌا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٓ١لصاشٌاش١خ ٌٛٙ الله ْئٚ 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ْاض١ٌّاٚ ً١ىٌا اٛفٚأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Siti Rukmana,, NIM: 142. 111. 060, “Pelaksanaan Akad Wadi’ah Pada Produk 
Simpanan Qurban dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Boyolali (Studi Analisis dalam Perspektif Fikih dan Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000)”. 
Tujuan disusunnya penelitian ini  untuk mendeskripsikan bagaimana 
pelaksanaan prinsip akad wadi‟ah pada produk simpanan qurban dan hari raya di 
KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali dalam Perspektif Fikih dan Fatwa 
DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), 
dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema yang diambil 
melalui sumber data primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 
dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber 
obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Yang menjadi sumber data primer 
dari penelitian ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan 
keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pihak KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi dan juga nasabah. Sumber data sekunder adalah data-
data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal dan lainnya yang 
mendukung sumber data primer dan berhubungan dengan objek penelitan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Bina Umat Mandiri 
menggunakan prinsip akad wadi‟ah yad dhmanah pada produk simpanan qurban 
dan hari raya ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Tabungan Bahwa pihak KSPPS sepenuhnya menerapkan sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI dan juga Fikih. 
 
Kata Kunci : wadi‟ah, simpanan, fatwa DSN-MUI 
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ABSTRACT 
 
Siti Rukmana ,, NIM: 142. 111. 060, "Implementation of the Wadi'ah Agreement 
on Qurban Savings Products and Hari Raya in KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali (Analysis Study in Jurisprudence Perspective and DSN-MUI 
Fatwa Number: 02 / DSN-MUI / IV / 2000) ". 
The purpose of this research is to describe how the principle of wadi'ah contract 
applies to qurban savings products and holidays in KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi Boyolali in the Jurisprudence Perspective and DSN-MUI Fatwa Number: 
02 / DSN-MUI / IV / 2000. 
This study uses field research methods, by collecting data relating to the theme 
taken through primary data sources obtained directly from the research subjects 
by using a measuring device or retrieving data directly on the source of the object 
as a source of information sought. The primary data source from this research is 
the party that has the authority to provide information directly on matters relating 
to the object of research. In this study the primary data is the KSPPS Bina Umat 
Mandiri Community and also customers. Secondary data sources are data 
obtained through literature studies, either in the form of Compilation of Sharia 
Economic Law, DSN-MUI fatwa, books, journals and others that support primary 
data sources and are related to research objects. 
The results of this study indicate that KSPPS Bina Umat Mandiri uses the 
principle of the wadi'ah yad dhmanah contract on qurban savings products and 
holidays in terms of the DSN-MUI fatwa NO. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 
concerning Savings That the KSPPS implemented in accordance with the DSN-
MUI fatwa and Fikih. 
 
Keywords: wadi'ah, deposits, DSN-MUI fatwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki jumlah 
penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku bisnis jasa 
keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan 
syariah itu berbentuk bank, koperasi, ataupun unit khusus yang berorientasi 
syariah dan menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun 
kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah adalah 
transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang 
tidak dikenakan bunga. Hal ini karena sistem bunga dalam Islam termasuk 
riba. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 
 
 ... اَت ِّشٌا ََ َّشَح َٚ  َغ١َْثٌْ ا ُ َّاللَّ ًَّ ََحأ َٚ  ... 
Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” 1 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli 
untuk kalangan para hambanya karena jual beli merupakan suatu muamalah 
(hubungan) yang diperlukan manusia, karena ada bermacam-macam 
kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
Sebaliknya Allah SWT mengharamkan riba, sebab riba dapat menimbulkan 
                                                          
1
 Depag RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1996), hlm. 
69. 
2 
 
2 
 
sesuatu yang tidak diinginkan seperti permusuhan atau ada rasa dendam 
sesamanya. 
Prinsip lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan masyarakat 
luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi 
hasil dalam usaha simpan pinjam, yang diselenggarakan untuk menghindarkan 
masyarakat terjerat rentenir. Pola pembiayaan bagi hasil menggunakan dasar 
kesepakatan bersama antara pihak shāhibul māl dan mudhārib, membuat 
anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh bunga karena dalam 
kesepakatan anggota memilih sendiri besarnya angsuran porsi bagi hasil dan 
penentuan jangka waktu untuk pengembalian modal. 
BMT (Baitul Māl Wat Tamwil) merupakan organisasi bisnis yang juga 
berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul māl, 
sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul māl. Sebagai lembaga 
sosial, baitul māl memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil 
Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul māl ini harus didorong agar mampu 
berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga 
bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni 
simpan-pinjam.
2
 
Koperasi Syari‟ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 
menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. 
Baitul Maal Wa Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori 
pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata 
                                                          
 
2
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mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para 
pengusaha mikro.
3
 
Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kemudian diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan Undang-undang No. 
20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah oleh Koperasi. 
Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara 
mantap, demokratis, otonom patisipatif, dan berwatak sosial yang 
operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyusung etika moral 
dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya 
sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.
4
  
Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah adalah Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Umat Mandiri Bumi di 
Boyolali yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 
kecil dengan berlandaskan sistem syariah. Dalam usahanya KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi berperan sebagai lembaga perantara (intermediary) antara 
mereka yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kemampuan untuk 
berniaga dengan mereka yang memiliki kemampuan berniaga tetapi tidak 
memiliki dana. Maka dari itu KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
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menyediakan berbagai produk pembiayaan dan simpanan antara lain yaitu: 
Pembiayaan Mura>bahah, Pembiayaan Mud}ha>rabah, dan Musyarakah, 
Pembiayaan Ijarah, Simpanan Umat, Simpanan Pendidikan, Simpanan 
Qurban dan Hari Raya serta Simpanan Masa Depan. 
Dari berbagai produk penghimpunan dana yang tersedia di KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi, produk Simpanan Qurban dan Hari Raya menjadi 
salah satu produk yang kurang diminati oleh anggota dengan jumlah 7 
nasabah selama 4 tahun KSPPS berdiri. Produk Simpanan ini menggunakan 
akad wadi’ah yad al-d}hama>nah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga serta 
dapat dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan dan dikembalikan setiap saat 
apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. KSPPS bertanggung jawab 
atas pengembalian titipan. 
Seperti yang diketahui bersama, terdapat dua hari raya dalam Islam: 
Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri jatuh pada akhir Ramadhan (setelah sebulan 
berpuasa), dan Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Qurban jatuh pada 10 
Dzulhijjah. Sudah menjadi tradisi umat Islam untuk mempersiapkan berbagai 
kebutuhan menjelang Hari Raya di mana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. 
Dengan demikian KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi turut berpartisipasi 
memberikan solusi bagi masyarakat dengan cara mengeluarkan produk 
Simpanan Qurban dan Hari Raya, dengan jumlah setoran minimal Rp. 
20.000,- per bulan dan akan mendapat hasil kompetitif setiap bulannya. 
Berbeda dengan koperasi konvensional yang mendasarkan pada 
prinsip bunga, KSPPS mendasarkan pada prinsip syariah untuk produk 
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simpanan/ tabungan dan pembiayaan. Skema simpanan dapat mendasarkan 
pada prinsip titipan (wadi‟ah) atau bagi hasil (mud}ha>rabah); Skema 
pembiayaan dapat mendasarkan pada akad jual beli (mura>bahah, salam, 
istishna‟), akad bagi hasil (mud}ha>rabah, musyarakah), akad sewa-menyewa 
(ijarah, ijarah muntahia bit tamlik), akad pinjam-meminjam tanpa bunga 
(qardh, qardh al-hasan). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang lebih 
variatif dari KSPPS dibandingkan dengan koperasi konvensional. 
Dalam mekanisme operasional wadi‟ah adalah akad simpan 
menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai 
barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad ini adalah untuk 
menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang dari kecurian, 
kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu 
dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini 
dilakukan di bank. Dengan prinsip ini pengelola dana menerima simpanan 
harta dari pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan dan penyimpan 
mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di 
bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat digunakan 
dalam perdagangan dan pengelola dana berhak atas  pendapatan yang 
diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dari perdagangan.
5
 
Jadi pengelola dana memperoleh izin dari pemilik harta untuk 
menggunakannya dalam perniagaan selama dalam status simpanan harta 
tersebut berada di tangannya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik 
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sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka 
memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka.  Semua 
keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama status 
simpanan adalah menjadi hak pengelola. Tetapi diperbolehkan memberikan 
bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa  diikat perjanjian. 
Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:02/DSN-MUI/IV/2000 juga 
mencantumkan tentang Giro yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang 
tabungan yang berakad wadi‟ah. Sebelum ditetapkan fatwa tersebut ada 
banyak permasalahan yang ada di masyarakat tentang giro atau tabungan ini. 
Masyarakat pada masa ini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk 
penghimpunan dana adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat. Dan kegiatan giro ini tidak semuanya dapat 
dibenarkan oleh Hukum Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasinal 
(DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang giro beserta ketentuan 
akad-akadnya pada Bank Syariah.  
Berdasarkan pada uraian diatas, terlihat bahwa pengelolaan dana di 
KSPPS bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun KSPPS 
juga sekaligus berfungsi sebagai lembaga bisnis dalam rangka untuk 
memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu dana yang dikumpulkan 
dari nasabah berbentuk Simpanan Qurban dan Hari Raya dapat disalurkan 
oleh KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi dalam bentuk peminjaman atau 
pembiayaan kepada nasabah. Apabila terjadi perselisihan antara pihak KSPPS 
dengan pihak nasabahnya dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun menemukan satu 
pandangan bagaimana sistem akad pada produk simpanan Qur‟ban dan Hari 
Raya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip wadi‟ah yag ada di dalam 
hukum Islam, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang Akad Wadi‟ah 
dengan judul: “PELAKSANAAN AKAD WADI‟AH PADA PRODUK 
SIMPANAN QURBAN DAN HARI RAYA DI KSPPS BINA UMAT 
MANDIRI BOYOLALI (Studi Analisis dalam Perspektif Fikih dan Fatwa 
DSN-MUI NOMOR: 02/DSN-MUI/IV/2000)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan akad wadi‟ah pada produk Simpanan Qurban 
dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali? 
2. Bagaimana pelaksanaan akad wadi‟ah  pada produk Simpanan Qurban dan 
Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali ditinjau dari 
perspektif Fikih dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000? Apakah 
sudah sesuai? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad wadi‟ah pada produk Simpanan 
Qurban dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
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2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad wadi‟ah pada produk Simpanan 
Qurban dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
menurut perspektif Fikih dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan menambah 
pengetahuan mengenai pengelolaan dana tabungan di lembaga keuangan 
syariah. 
2. Manfaat praktis 
a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi manajemen KSPPS untuk lebih 
meningkatkan pelaksanaan akad wadiah untuk simpannan dalam 
bentuk tabungan secara tertib. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi KSPPS 
sebagai pertimbangan atau bahan pendukung keputusan pelaksanaan 
administrasi keuangan berdasarkan prinsip syariah. 
c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam operasional lembaga 
keuangan syariah yaitu dengan memperbaiki kekurangan dalam 
pelaksanaan akad wadi‟ah pada produk Simpanan Qurban dan Hari 
Raya. 
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d. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian berikutnya dengan 
tema sejenis di masa yang akan datang. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Wadiah 
Menurut pengertian Islam penitipan barang diistilahkan sebagai Al 
Wadi‟ah yang mempunyai arti titipan.6 Pengertian wadi‟ah secara 
etimologi (bahasa) adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada 
pemiliknya supaya dijaganya.
7
 Wadi‟ah adalah meninggalkan, yaitu 
perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan 
(termasuk KSPPS/BMT), dimana pihak penyimpan bersedia untuk 
menyimpan dan menjaga keselamtan barang dan atau uang yang dititipkan 
kepadanya.
8
  
Dari rumusan yang dikemukakan diatas bahwa penitipan barang 
adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia 
berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat 
dikehendaki atau diminta oleh pemilik.  Dalam firman Allah dinyatakan : 
 َأ ُٓ ِّ ُ تُْؤا ْٞ ِزٌَّا َّدَُإ١ٍْ َف اًضَْؼت ُْ ُىُضَْؼت َٓ ِ َأ ْ ِاَف... ...ُ َّٗتَس َالله ِكَّتَ١ٌْ َٚ  ََُٗتٔا َِ 
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Artinya : “…jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya …”. 9  
 
Dari ayat diatas bahwasanya penitipan barang merupakan salah 
satu amanat bagi orang yang menerimanya. Penerimaan titipan wajib 
untuk menjaga dan memelihara benda yang dititipkan dan apabila  pemilik 
barang meminta kembali titipannya maka penerima titipan berhak 
mengembalikan sehingga tidak ada hak bagi orang yang menjaga untuk 
memanfaatkan barang titipan.  
Dalam mekanisme operasional wadi‟ah adalah akad simpan 
menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai 
barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad ini adalah untuk 
menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang dari kecurian, 
kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-
waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan 
ini dilakukan dibank. Dalam prinsip ini dibedakan antara wadi‟ah yad 
amanah dengan wadi‟ah yad dhamanah.  
a. Wadi‟ah yad amanah berarti akad penitipan barang atau uang dimana 
penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang 
yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau 
kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan 
atau kelalaian penerima titipan. Dibawah prinsip yad amanah ini 
barang titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan dan barang tersebut 
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tidak boleh digunakan serta pengelola berhak untuk memanfaatkan 
barang titipan tersebut. Status penerima titipan berdasarkan wadi’ah 
yad amanah akan berubah menjadi wadi’ah yad dhamanah apabila 
terjadi salah satu dari dua hal ini. Harta titipan telah dicampur dan 
pengelola menggunakan harta titipan tersebut.  
b. Wadi’ah yad dhamanah  adalah akad penitipan barang atau uang 
titipan dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa  izin pemilik 
barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan. Semua 
manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang 
atau uang tersebut menjadi penerima titipan atau akad titipan dimana 
penerima titipan (KPPS/BMT) adalah penerima kepercayaan (trustee) 
yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan penerima 
simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau 
kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut.  Dalam wadi‟ah 
yad dhamanah ini mengandung makna bahwa sebagai pemegang 
amanah di beri izin untuk mengelola uang tersebut kedalam operasi 
KPPS. Bila  terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 
sepenuhnya menjadi milik KPPS.  Tetapi tidak ada halangan bila pihak 
KPPS memberikan sebagian keuntungannya itu sebagai sekedar 
imbalan kepada pemilik uang. Sebaliknya bila terdapat kerugian pihak 
KPPS wajib menggantinya.
10
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 Dengan prinsip ini pengelola dana menerima simpanan harta dari 
pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan dan penyimpan 
mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-
waktu. Dibawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan 
dapat digunakan dalam perdagangan dan pengelola dana berhak atas  
pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dari 
perdagangan. 
 Rukun wadi‟ah menurut Mahzab Hanafi hanya ada satu saja yaitu 
ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama‟, bahwa rukun 
wadi‟ah ada tiga, yaitu: 1) Orang yang berakad; 2) Barang titipan; 3) 
Sighat ijab dan qabul. Mengenai syarat-syarat dalam wadi‟ah adalah 
sebagai berikut:
 11
 
a. Orang yang berakad, orang yang berakad harus berakal, anak kecil 
yang tidak berakal (mumayyiz) yang telah diizinkan oleh walinya boleh 
melakukan akad wadi‟ah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam 
soal wadi‟ah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi‟ah. 
Menurut Jumhur Ulama‟, orang yang melakukan akad wadi‟ah 
disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas (dapat bertindak secara 
hukum), karena akad wadi‟ah merupakan akad yang banyak 
mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun 
sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadi‟ah baik sebagai orang 
yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. 
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b. Barang titipan, yang dimaksud dengan objek hukum dalam 
pelaksanaan penitipan barang adalah barangnya yang akan dititipkan 
dan milik penitip sendiri, barang yang tidak sah mengenai siapa 
pemiliknya yang jelas dan bertentangan dengan undang-undang maka 
tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian pelaksanaan penitipan 
barang karena akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang 
menerima titipan tersebut. 
 
2. Tabungan 
Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah simpanan 
berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad 
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 
ketentuan tertentu yang disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan 
cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
Bank syariah mengembangkan dua akad yaitu wadi’ah dan 
mudharabah. Tabungan wadi‟ah merupakan tabungan yang dijalankan 
berdasarkan akad wadi‟ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan 
dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan 
produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad 
adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang 
memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau 
14 
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memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah 
bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak 
untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. 
Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta 
titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya 
menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan 
dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. 
Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang 
sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling 
menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun 
demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta 
titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian 
bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.
12
 
Berdasarkan uraian diatas, ketentuan umum tabungan wadiah 
adalah sebagai berikut: 
a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni 
yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan 
kehendak pemiliknya. 
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan 
barang menjadi pemilik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah 
penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak mengalami kerugian. 
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c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai 
sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan 
rekening. 
3. Fatwa DSN-MUI 
Wadi‟ah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Giro. Didalamnya terdapat ketetapan ketentuan 
umum giro berdasarkan wadi‟ah yaitu wadi‟ah yang bersifat titipan, 
titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan tidak ada imbalan yang 
disyaratkan, kecuali bentuk pemberian(„athaya) yang bersifat sukarela dari 
pihak bank. 
4. Pengertian KSPPS  
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah (KSPPS) 
merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang 
pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. KSPPS 
mempunyai kegiatan usaha seperti koperasi pada umumnya tetapi berbeda 
pada sistemnya yaitu berdasarkan syari‟ah bercirikan sistem bagi hasil. 
KPPS adalah salah satu lembaga keuangan berbadan hukum koperasi 
dengan sistem syari‟ah yang memiliki dua fungsi yaitu baitul māl yang 
usahanya mengumpulkan dana kemudian menyalurkan dana amal, dan 
sebagai wat tamwil meliputi kegiatan mengelola dana komersial untuk 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro.
13
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KPPS adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kegiatan ekonomi pengusaha kecil, berdasarkan prinsip syariah dan prinsip 
koperasi.
14
  
Operasional KPPS berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan 
As-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta‟awun) dan saling 
menguatkan (takaful). Menurut Al-Qur‟an dalam surat Al-Maidah Ayat 2: 
…  ِْ ا َٚ ُْذؼٌْ ا َٚ  ُِ ْثِلإا ٍََٝػ ْاُٛٔ َٚ اََؼت َلا َٚ  ٜ َٛ ْمَّتٌا َٚ  ِّشِثٌْ ا ٍََٝػ ْاُٛٔ َٚ اََؼت َٚ …
 : جذئاٌّا(2) 
Artinya : "… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran…"15 
 
Berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an diatas kiranya dapat dipahami 
bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan 
oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling 
menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan 
adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. 
KPPS mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif 
dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Keberadaan 
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 Aziz, M Amin, et.al. SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 
(Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), hlm. 49. 
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 Depag RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm. 
723. 
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KPPS dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media 
penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan 
wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang 
investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi 
kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga 
keuangan, KPPS juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
16
 Fungsi KPPS 
adalah sebagai berikut:
17
  
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, 
kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.  
b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 
profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi 
tantangan global.  
c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota.  
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Irfan Syafriadi dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 
simpanan Sukarela di BMT As-Salam Trucuk Klaten”. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa simpanan Sukarel a hampir semua dilaksanakan sesuai 
                                                          
16
 Andri Soemitra,  Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana. Prenada 
Media Group, 2010), hlm. 48. 
17
 Ibid,… hlm. 53. 
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dengan prinsip Syariah. Dan juga menggunakan prinsip wadi‟ah yad 
damanah
18
  
Ghofar Syaifuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 
Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi‟ah terhadap simpanan Sukarela”. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (on 
call) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, 
kecuali dalam bentuk pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak 
bank.
19
 
Akhlis Farida Kurnia Rahmah dalam tugas akhirnya yang berjudul 
“Analisa Pada Produk Tabungan iB Hasanah Di Bank BNI Syariah”. 
Tabungan iB Hasanah ini dilaksanakan berdasarkan dua akad yakni akad 
wadiah atau mudharabah yang berlaku untuk nasabah perorangan ataupun 
non perorangan. Tabungan iB Hasanah memberikan kemudahan untuk 
melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan 
nasabah.  
Penelitian Mahmud Anwari tentang “Produk Simpanan Haji Pada 
BMT Al Ijtihad Pabelan Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa prosedur pengajuan produk simpanan haji di BMT Al 
Ijtihad tidak terlalu rumit dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nasabah 
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 Irfan Syafriadi, Implementasi Simpanan Sukarela di BMT As-Salam Trucuk Klaten, 
(Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2018) 
19
 Ghofar Syaifuddin, Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi‟ah terhadap 
Simpanan Sukarela, (Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2018) 
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19 
 
produk simpanan haji akan didaftarkan ke SISKOHAT dan akan mendapatkan 
porsi antrian calon haji setelah saldo simpanan mencapai jumlah tertentu.
20
 
Berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada tempat objek 
penelitian dan bagaimana aplikasi akad wadiah pada produk Simpanan 
Qurban dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di 
lapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.
21
 Penelitian 
lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ditemukan di KSPPS 
Bina Umat Mandiri Bumi di Boyolali. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara langsung dari informan yaitu dari staf karyawan KSPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi di Boyolali. 
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 Mahmud Anwari, Produk Simpanan Haji Pada BMT Al Ijtihad Pabelan Kabupaten 
Semarang, Salatiga: Jurusan Perbankan Syariah D III IAIN Salatiga. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
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b. Data sekunder 
1) Bahan Hukum Primer meliputi : 
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah 
b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, 
laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan 
sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Seperti kamus, website atau internet yang ada 
keterkaitannya dengan pelaksanaan akad wadiah pada lembaga 
keuangan syariah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan  
cara bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan  merupakan 
proses interaksi dan komunikasi.
22
 Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm. 47. 
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21 
 
dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang 
berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam 
skripsi ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan staf 
karyawan KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi di Boyolali. 
b. Observasi 
Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung 
terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan 
tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku 
manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam 
kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai 
kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.
23
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan 
lain sebagainya.
24
 Metode ini digunakan untuk mencari data yang 
bersifat dokumenter, seperti laporan keuangan KSPPS Bina Umat 
Mandiri Bumi Boyolali, dan dokumen/arsip lainnya. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu 
dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk 
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kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari 
jawaban permasalahan yang akan dibahaas dan dapat ditemukan suatu 
kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti 
dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
25
 
Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: 
(1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 
menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen 
proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung 
terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah 
berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja 
konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan 
penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 
akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu 
analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 172.  
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berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam 
proses pelaksanaan pengumpulan data.
 26
   
 
H. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun secara sistematis, 
diamana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi. Adapun sistematika dalam 
penulisan ini adalah sebagai berikut : 
Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II berisi gambaran umum, yang berisikan teori-teori tentang 
wadi‟ah dan fatwa DSN-MUI yang digunakan untuk pembahasan obyek 
penelitian.  
Bab III berisi gambaran lokasi penelitian yang menggambarkan sejarah 
dan latar belakang KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, struktur 
organisasi, produk pembiayaan dan simpanan, dan prinsip-prinsip akad yang 
digunakan dan gambaran umum tentang produk simpanan Qurban dan Hari 
Raya dengan akad wadi‟ah di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali. 
Dalam bab IV ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas 
mengenai Analisis produk simpanan Qurban dan Hari Raya di KPPS Bina 
Umat Mandiri Bumi Boyolali. 
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Bab V sebagai penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan 
saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada 
dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi argumentasi yang mungkin 
berguna untuk perbaikan produk simpanan Qurban dan Hari Raya di KSPPS 
Bina Umat Mandiri Boyolali. 
 
  
  
25 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM AKAD WADI’AH dan FATWA DSN-MUI 
NO.02/DSN-MUI/IV/2000 
A. Gambaran Umum Akad Wadi’ah 
1. Pengertian Wadi’ah 
Wadi‟ah berasal dari kata wada‟a yag sinonimnya taraka, artinya 
meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain 
untuk dijaga dinamakan wa‟diah, karena sesuatu (barang) tersebut 
ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.
1
 
Secara etimologi, kata al-wadi‟ah berarti menempatkan sesuatu yang 
ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.
2
 
Menurut para Imam Madzhab Pengertian wadiah sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Hanafiyah 
Wadi‟ah menurut syara‟ adalah pemberian kuasa oleh seseorang 
kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yag tegas 
(sharih) atau lafal yag tersirat (dilalah).
3
 
b. Malikiyah menyatakan bahwa wadi‟ah memiliki dua arti. (sesuatu 
yang dititipkan). Ada dua definisi: 
Definisi pertama adalah sebagai berikut.
4
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Sesungguhnya wadi‟ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian 
kuasa khusus untuk menjaga harta. 
Definisi kedua adalah sebagai berikut. 
Sesungguhnya wadi‟ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan 
semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yag bisa dipindahkan 
kepada orang yang dititipi (al-muda‟). 
Dalam definisi yag pertama, malikiyah memasukkan akad wadi‟ah 
sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberia kuasa), hanya saja 
wakalah yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk 
tassaruf yag lain. Oleh karena itu, wakalah dalam jual beli tidak 
termasuk wadi‟ah. Demikia pula titipan yag buka harta benda, seperti 
menitipkan bayi, tidak termasuk wadi‟ah. Sedangka dalam definisi 
kedua wadi‟ah dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga 
harta benda dari si pemilik kepada orag lain, tapa melalui transaksi, 
seperti jual beli gadai, ijarah, da lain-lain tidak termasuk wadi‟ah. 
c. Syafi‟iyah memberikan definisi wadi‟ah sebagai berikut. 
Wadi‟ah dengan arti “penitipan” adalah suatu akad yang menghendaki 
(bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. 
d. Hanabilah memberikan definisi wadi‟ah sebagai berikut. 
Wadi‟ah dalam arti “penitipan” adalah pemberian kuasa untuk 
menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru). 
Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut 
dapat diambil intisari bahwa wadi‟ah adalah suatu akad antara dua 
27 
 
27 
 
orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan 
wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, 
tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah 
yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.
5
 
2. Dasar Hukum Wadi’ah 
a. Al-Qur’an 
Menitipkan barang dan minta dititipkan hukumnya boleh, dan 
dianjurkan menerimanya bagi orang yang merasa mampu 
menjaganya. Bagi penerimanya wajib menjaganya di tempat yang 
terpelihara yang standar atau sesuai dengan keadaan barang 
tersebut secara „uruf (kebiasaan yang berlaku). Wadi‟ah 
merupakan amanah yang dititipkan pada mud‟ (penerimanaan 
titipan), dimana ia wajib mengembalikannya.
6
 
a. QS. Al-Baqarah: 283 
                
                  
                  
                  
    
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanya, dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang 
siapa menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 
 
b. QS. An-Nisa: 58 
                    
                   
                  
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk 
menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak 
menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesunggunghnya Allah memeberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha 
mendengar lagi maha melihat.” 
 
 
b. As-Sunnah 
HR. Abu Daud: 
 
دٚاد ٛتا ٖاٚس_ َهَٔ اَخ ْٓ َِ  ْٓ َُخت َلا َٚ  َهَٕ َّ َْتئا ِٓ َِ  ٝ ٌٰ ِا َحَٔا َِ َْلاا ِّد َ   
Artinya: 
29 
 
29 
 
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 
menerimanya dan jagan membalas khianat kepada yang telah 
mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud da menurut Tirmidzi hadis ini 
hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih).
7
 
c. Ijma’ 
Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma‟ (konsesus) 
terhadap legitimasi al-wadi‟ah karena kebutuhan manusia terhadap hal 
ini jelas terlihat
8
, akad wadi‟ah (titipan) hukumnya mandub 
(disunatkan) dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. 
3. Rukun dan Syarat Wadi’ah 
a. Rukun Wadi‟ah terdiri atas: 
1) Muwaddi‟/ penitip; 
2) Mustaudi‟/ penerima titipan; 
3) Obyek wadi‟ah/ harta titipan; dan 
4) Akad 
b. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.9 
4. Hukum Menerima Benda Titipan 
a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada 
dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan 
kepadanya. 
b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang 
percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda 
                                                          
7
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 85. 
8
 Ibid., hlm. 87. 
9
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat 
jenderal Badan Peradilan Agama, (2011), hlm. 106. 
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titipan tersebut, semnetara tidak ada orang lain yang dipercaya untuk 
memelihara benda-benda tersebut. 
c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara 
benda-benda titipan.
10
 
d. Makruh, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang 
titipan itu, akan tetapi dia was-was apakah nantinya dia dapat berlaku 
amanah terhadap barang titipan yang diamanahkan kepadanya.
11
 
5. Macam-macam Wadi’ah 
Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, macam-macam akad 
wadi‟ah pasal 413 yaitu: 
a. Akad wadi‟ah terdiri atas akad wadi‟ah amanah dan akad wadi‟ah 
dhamanah. 
b. Dalam akad wadi‟ah amanah, mustaudi‟ tidak dapat menggunakan 
objek wadi‟ah, kecuali atas izin muwaddi‟. 
c. Dalam akad wadi‟ah dhamanah, mustaudi‟ dapat menggunakan objek 
wadi‟ah tanpa seizin muwaddi‟. 
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek Wadi’ah 
1) Mustaudi‟ boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan 
objek wadi‟ah. 
2) Mustaudi‟ harus menyimpan objek wadi‟ah di tempat yang layak dan 
pantas. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 184. 
11
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 
Implementasi), (Yogyakarta: UGM Press Anggota IKAPI, 2010), hlm. 143. 
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3) Apabila mustaudi‟ terdiri dari atas beberapa pihak dan objek wadi‟ah 
tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat 
menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, 
atau mereka menyimpannya secara bergiliran. 
4) Mustaudi‟ tidak boleh mengalihkan objek wadi‟ah kepada pihak lain 
tanpa seizin muwaddi‟.12 
7. Perubahan Sifat Akad Wadi’ah 
Akad wadi‟ah dapat berubah sifatnya, dari sifat amanah menjadi 
dhamanah. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa tindakan yang 
mengakibatkan perubahan sifat tersebut antara lain: 
a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila 
seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha 
mencegahnya, padahal ia mampu, maka dianggap melakukan 
kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban 
baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan kewajiban membayar ganti 
rugi (damam). 
b. Barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain yang 
bukan keluarga dekat dan bukan pula orang yang menjadi 
tanggungjawab. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus 
seperti ini, maka orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Menurut 
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah,...hlm.113-116. 
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ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dikenakan ganti rugi,karena 
kewajiban memelihara barang titipan terpikul dipundaknya.
13
 
c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan 
ini ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi 
barang menggunakan barang titipan dan setelah digunakan barang 
titipan itu rusak, maka orang yang dititipi wajib ganti rugi, sekalipun 
kerusakan itu itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Alasan 
mereka adalah, karena barang titipan itu dititipkan hanyalah untuk 
dipelihara, bukan untuk digunakan. Karena itu, dengan memanfaatkan 
barang titipan wadi‟ah boleh dianggap batal. Atau dengan kata lain, 
pemanfaatan barang titipan, menurut mereka, berarti suatu 
pengkhianatan. Misalnya, yang dititipkan itu sebuah mobil, lalu orang 
yang dititipi mempergunaknnya. Apabila mobil itu kemudian 
mengalami kerusakan, maka ia dikenakan ganti rugi. 
d. Orang yang dititipi wadi‟ah mengingkari wadi‟ah itu. Apabila pemilik 
barang meminta kembali barang titipan kepada orang yang ia titipi, 
lalu yang dititipi mengingkarinya aau menyembunyikannya, maka ia 
dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqih. 
e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan itu dengan miliknya 
sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila 
barang itu sulit untuk dipisahkan, maka pemilik barang dapat 
mengambil barang miliknya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn 
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Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 236. 
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Hasan asy-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh 
memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual semuanya, dan kemudian ia 
mengambil uang dari hasil penjualannya senilai brang titipannya. 
f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. 
Misalnya, pemilik barang mensyaratkan barang itu dipelihara atau 
diamankan dirumah, dikantor, atau dalam brankas, tetap syarat itu 
tidak dipenuhi oleh orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau 
hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pindahan itu sama 
dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang. 
g. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi 
melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia membawa 
barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip boleh meminta 
ganti rugi.
14
 
 
8. Berakhirnya Akad Wadi’ah 
Akad wadi‟ah dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu: 
a. Barang titipan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang 
mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi 
menyerahkan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil 
barang yang dititipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada 
pemiliknya, maka akad wadi‟ah adalah tidak mengikat yang berakhir 
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Masjupri, Buku Daras..., hlm. 237-239. 
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dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan 
oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya. 
b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang 
titipan. Akad wadi‟ah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak 
pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang 
melakukan akad. 
c. Gilanya atau sadaranya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini 
mengakibatkan berakhirnya akad wadi‟ah karena hilangnya kecakapan 
untuk membelanjakan hartanya. 
d. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena 
kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta 
karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahan 
kedua pihak. 
e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. 
Akad wadi‟ah ini berkahir dengan berpindahnya kepemilikan benda 
yang dititipkan kepada orang laun, baik dengan jual beli, hibah 
maupun yang lain.
15
 
 
B. Fatwa DSN-MUI tentang Wadi’ah 
1. DSN-MUI 
Dewan Syariah Nasional berfungsi mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. 
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 Wahab Al-Zuhailli, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.563. 
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Untuk keperluan tersebut, DSN membuat garis penduan produk 
syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis 
panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DSN pada lembaga-
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-
produknya. 
Fungsi lain DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi 
produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. 
DSN dapat memberi terguran kepada lembaga keuangan syariah jika 
lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang 
telah ditetapkan.
16
 
 Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam 
Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang 
dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang 
berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi‟ah, sehingga kita 
mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi‟ah adalah 
tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, Dewan Syariah 
Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan 
yang berdasarkan prinsip wadi‟ah dan mudharabah”. 
Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 
a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shāhibul māl 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudhārib atau 
pengelola dana. 
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 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah... hlm.236. 
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b. Dalam kapasitasnya sebagai mudhārib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari‟ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. 
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
e. Bank sebagai mudhārib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 
haknya. 
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi‟ah: 
1)  Bersifat simpanan 
2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 
kesepakatan 
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian („athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.17 
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 Fatwa DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan 
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BAB III 
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  BINA 
UMAT MANDIRI BUMI BOYOLALI 
 
A. Gambaran Umum KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
1. Sejarah Berdiri 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah Bina Umat 
Mandiri Bumi berkedudukan di JL. Kalioso-Simo km 4,7 Mojobaru 
Rembun Nogosari Boyolali. KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
didaftar pada dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Tengah, dengan badan hukum Nomor 
970/BH/XIV.5/V/2014 tanggal 1 Mei 2014. Jadi sudah berdiri selama 
empat tahun terhitung sejak pendaftarannya. 
Pada RAT tahun 2016 anggota Koperasi ini terdiri dari 320 
orang anggota. Yang terdiri dari 242 laki-laki dan 78 perempuan. Pada 
tahun 2018 anggota semakin meningkat menjadi 600an anggota. 
2. Struktur Organisasi 
a. Rapat Anggota  
Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan perlengkapan 
organisasi yang kekuasaan tertinggi Koperasi, RAT 
diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu Tahun, sebagai 
pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. 
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b. Pengurus  
Susunan pengurus KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi adalah 
sebagai berikut: 
Ketua        : Zainal Fatah Nurullah, S.Hi 
Sekretaris  : Dony Mutaqin 
Bendahara : Muhammad Khoiruddin 
Marketing : Hasan 
Admin      : Lista Trikurniawati 
Kasir        : Nisa Uswati 
c. Pengawas  
Susunan pengawas KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi adalah 
sebagai berikut: 
Ketua     : Rubiyanto  
Anggota : Muhsinudin 
Anggota : Muhammad Maktub Fajrin 
d. Keanggotaan 
Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah anggota sebanyak 175 
orang, dan calon anggota 10 orang. Ditahun 2019 ini anggota 
meningkat menjadi 600an anggota. 
e. Unit Usaha 
Unit usaha yang dikelola oleh KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
adalah jasa pembiayaan dan simpanan. 
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3. Produk-produk 
Di KSPPS BMT Bumi Boyolali terdapat beberapa produk yaitu: 
a. Produk simpanan 
Produk simpanan ini terdiri dari empat produk yaitu: simpanan 
umat, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan hari raya, dan 
simpanan masa depan. 
1) Simpanan umat 
- Simpanan bagi anggota yang penarikan dan penyetoran 
dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. 
- Setoran minimal Rp. 10.000,- 
- Memperoleh bagi hasil setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
2) Simpanan pendidikan 
- Merupakan simpanan bagi anggota untuk keperluan 
biaya pendidikan putra/putri tercinta. 
- Sarana pembelajaran dan persiapan dana kenaikan kelas 
atau lulusan sekolah bagi siswa/siswi disekolah. 
- Setoran minimal Rp. 5.000,- 
- Bagi hasil setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
3) Simpanan qurban dan hari raya 
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- simpanan untuk sarana persiapan qurban dan hari raya 
setiap tahun dengan menyisihkan rezeki untuk disimpan 
setiap bulan. 
- Setoran minimal Rp. 20.000,- 
- Memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan. 
- Bisa fasilitas antar jemput. 
4) Simpanan masa depan 
- Membantu merencanakan masa depan yang lebih baik 
dan terjamin. 
- Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat. 
- Memperoleh bagi hasil kompetitif. 
- Nominal simpanan minimal Rp. 50.000,- per bulan. 
Simpanan: 
Perhitungan bagi hasil simpanan untuk anggota atas dasar nisbah yang 
telah ditetapkan. Masing-masing nisbah bagi hasil berbeda menurut jenis 
simpanan. Khusus untuk simpanan qurban dan hari raya dan juga 
simpanan masa depan memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan. 
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Adapun  ilustrasi bagi hasil simpanan masa depan adalah sebagai berikut: 
Jangka 
Waktu 
Pokok/Bulan Total 
Perkiraan 
Simpanan yang 
diterima 
3 Tahun 50.000 1.800.000 2.100.000 
5 Tahun 50.000 3.000.000 4.000.000 
10 Tahun 50.000 6.000.000 11.500.000 
3 Tahun 100.000 3.600.000 4.300.000 
5Tahun 100.000 6.000.000 8.100.000 
10Tahun 100.000 12.000.000 23.000.000 
3Tahun 200.000 7.200.000 8.600.000 
5Tahun 200.000 12.000.000 16.200.000 
10Tahun 200.000 24.000.000 46.000.000 
3Tahun 300.000 10.800.000 12.400.000 
5Tahun 300.000 18.000.000 24.500.000 
10Tahun 300.000 36.000.000 69.000.000 
3Tahun 400.000 14.400.000 17.200.000 
5Tahun 400.000 24.000.000 32.600.000 
10Tahun 400.000 48.000.000 92.000.000 
3Tahun 500.000 18.000.000 21.500.000 
5Tahun 500.000 30.000.000 40.800.000 
10Tahun 500.000 60.000.000 115.000.000 
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3Tahun 1.000.000 36.000.000 43.000.000 
5Tahun 1.000.000 60.000.000 81.600.000 
10Tahun 1.000.000 120.000.000 230.000.000 
 
b. Produk pembiayaan 
Produk pembiayaan ini terdiri dari tiga produk yaitu: pembiayaan 
murhabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan 
pembiayaan ijarah. 
1) Pembiayaan murabahah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem jual beli. 
- Anggota membutuhkan sejumlah barang untuk keperluan 
menambah barang dagangan, sarana atau peralatan dan lain-lain. 
Kemudian KSPPS Bina Umat Mandiri membelikan barang 
tersebut dengan harga pokok dari pedagang disepakati menjadi 
harga jual kepada anggota. 
- Harga bisa diangsur sesuai kesepakatan. 
2) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil. 
- Anggota mengelola sebuah usaha, KSPPS Bina Umat Mandiri 
menginvestasi sejumlah modal kepada usaha tersebut. 
- Anggota melaporkan bagi hasil usaha periode yang disepakati 
atas usaha tersebut dihitung bagi hasil sesuai nisbah yang 
disepakati diawal perjanjian, misal 40%:60%. 
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3) Pembiayaan ijarah 
- Fasilitas pembiayaan dengan sistem jasa atas sewa barang atau 
jasa. 
- Anggota membutuhkan kios untuk usaha dengan sewa dari 
seseorang tetapi tidak bisa bayar tunai. 
- Maka KSPPS Bina Umat Mandiri akan membayar tunai sewa 
kios tersebut dan menyewakan kepada anggota dengan harga 
yang disepakati diangsur setiap bulan. 
B. Prinsip-Prinsip Operasional 
Semua operasional didasarkan pada prinsip Syari‟ah. 
Pembiayaan: 
1.  Murabahah 
Model pembiayaan pengadaan barang dengan sistem harga jual dan 
harga beli. Pihak LKS Bumi sebagai pihak penjual yang menyediakan 
barang dan pihak anggota pembiayaan sebagai pembeli barang. 
Shohibul Maal mengambil mark up dari akad jual beli tersebut sesuai 
kesepakatan. 
2. Mudharabah 
Pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena pihak LKS Syariah 
Bumi sebagai pemilik dana 100%. Nisbah bagi hasil sesuai 
kesepakatan  antara Mudharib dan Shahibul Maal. 
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3. Musyarakah 
Pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena LKS Syariah Bumi 
sebagai bagian dari  penanam modal. Nisbah bagi hasil sesuai 
kesepakatan antara pihak Mudhārib (anggota pembiayaan) dengan 
pihak Shāhibul Māl (KSPPS) sesuai dengan komposisi modal yang 
diberikan. 
4. Ijarah 
Pihak KSPPS Bina Umat Mandiri akan membayar tunai sewa kios 
dan menyewakan kepada anggota dengan harga yang disepakati 
diangsur setiap bulan. 
C. Sistem Pelaksanaan Akad Wadi’ah di KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi 
1. Pengertian Akad Wadi’ah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
Akad Wadi‟ah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
merupakan penghimpunan dana anggota dengan bentuk simpanan atau 
investasi berdasarkan wadi‟ah yang berlaku.1 
Dalam kerangka pengerahan dana wadi‟ah, dengan seizin 
penitip (anggota) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersil, 
sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat 
memberikan hibah (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan 
secara pasti dimuka dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau 
prosentase atas nilai pokok dana wadi‟ah, misalnya sekian-sekian. 
                                                          
1
Zainal Fattah Nurullah, Manager KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, 
Wawancara Pribadi, 16 November 2018, jam 09.00-11.00 WIB. 
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Sebaliknya, bila kerugian yang didapat, BMT menanggung resiko 
kerugian tersebut.
2
 
Kegiatan penghimpunan dana anggota dengan bentuk 
simpanan atau investasi berdasarkan wadi‟ah berlaku wadi‟ah yad 
dhamanah dengan persyaratan minimal sebagai berikut: 
a. BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota 
bertindak sebagai pemilik dana titipan 
b. BMT dapat mengelola dana titipan dengan berbagai macam 
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengembangkannya. 
c. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan penuh 
dalam jumlah nominal 
d. Dana titipan dapat diambil setiap saat 
e. BMT tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau 
bonus kepada anggota, tetapi BMT boleh memberikan imbalan 
dalam bentuk (athaya‟) yang bersifat sukarela 
f. BMT tidak diperbolehkan memberikan hadiah apabila 
mengurangi hak anggota lain, hadiah boleh diberikan apabila 
berasal dari biaya pemasaran. 
g. BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.3 
                                                          
2
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syar‟iah: Beberapa Permasalahan 
dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta: UII Press,2002), hlm. 30. 
 
3
 Saat Suharto dkk, Pedoman Akad…..hlm. 8. 
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Akad Wadi‟ah pada BMT menurut Pedoman Akad Syariah 
(PAS) Penghimpunan BMT Indonesia yang menjadi dasar atau 
pegangan penerapan akad wadi‟ah pada produk simpanan Qur‟ban 
dan Hari Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri adalah sebagai 
berikut: 
1) Penghimpun dana berdasarkan prinsip wadi‟ah 
Skema prinsip wadi‟ah 
a) Anggota mendatangi BMT untuk pembukaan simpanan 
wadi‟ah 
b) BMT menjelaskan persyaratan, kewajiban dan hak 
penyimpan (anggota) 
c) Anggota mengisi formulir pembukaan rekening, 
melengkapi administrasi dan menyetorkan sejumlah uang 
sebagai simpanan wadi‟ah 
d) BMT menyalurkan simpanan tersebut kepada anggota 
pembiayaan yang membutuhkan 
e) BMT dapat memberikan bonus kepada anggota pemilik 
rekening wadi‟ah tanpa perjanjian sebelumnya.4 
2) Syarat dan ketentuan simpanan wadi‟ah 
a) Umum 
(1) Setiap data, keterangan, tanda tengan, yang tercantum 
dalam dokumen pembukuan rekening simpanan 
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 Ibid…hlm. 39. 
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wadi‟ah dan dokumen lain yang terkait dengan 
simpanan dan kuasa yang diberikan anggota kepada 
pihak ketiga (jika ada) adalah sah dan mengikat. 
(2) Simpanan tidak boleh dijaminkan dalam bentuk dan 
dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali dengan 
persetujuan BMT. 
(3) Anggota wajib segera memberitahu BMT secara tertulis 
terhadap perubahan identitas diri, tidak terbatas nama, 
alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal 
lain yang menyimpang/berbeda dari data yang pernah 
diberikan. 
(4) Anggota dengan ini menyatakan bahwa sumber dana 
tidak dikenal berasal dari sesuatu yang dilarang syariah 
dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Anggota dan BMT sepakat untuk melaksanakan 
ketentuan dan persyaratan ini, berikut perubahan dan 
penambahannya. 
b) Pengembalian dana 
(1) BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
mengembalikan untuk kepada anggota, seluruh jumlah 
dana titipan yang menjadi hak anggota. 
(2) Setiap pembayaran kembali oleh BMT kepada anggota, 
dilakukan di kantor BMT atau di tempat lain yang 
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ditunjuk BMT atau dilakukan melajui rekening yang 
dibuka oleh anggota BMT. 
c) Biaya, Potongan, dan Pajak 
(1) Anggota berjanji dan bersedia menanggung biaya 
administrasi yang diperlukan berkenaan dengan 
pelaksanaan titipan ini yang akan ditentukan kemudian 
(2) BMT tidak berkewajiban dan atau bertanggung jawab 
kepada anggota atas setiap pengurangan karena 
pajak/bea dan atau kewajiban-kewajiban dan atau 
biaya-biaya yang ditetapkan pemerintah atau 
penyusutan nilai atau penyitaan yang bersifat apapun 
dan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan BMT. 
d) Penyelesaian Perselisihan 
(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran 
atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini 
atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam 
pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, 
mediasi, Arbitrase Syariah, dan Pnegadilan Agama. 
(2) Mengenai akad dan pelaksanaannya, para pihak sepakat 
memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan 
tidak berubah dikantor Pengadilan Agama 
kota/kabupaten. 
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e) Penutup 
(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum 
cukup diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini, maka 
nggota dan BMT akan mengaturnya bersama secara 
musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum. 
(2) Tiap addendum dari perjanjian ini merupakan suatu 
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian 
ini. 
(3) BMT tanpa perlu persetujuan Anggota, berhak untuk 
menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hal dan 
kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain 
yang berkaitan dengan perjanjian ini. Baik sebagian 
maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan 
kepada pihak kedua dan untuk tujuan tersebut diatas 
pihak pertama diperkenankan untuk menyampaikan 
informasi tentang pihak kedua kepada lembaga 
keuangan atau pihak lain. Tanpa harus membebankan 
biaya kepada pihak kedua sehubungan dengan transaksi 
tersebut.
5
 
Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam produk simpanan 
Qurban dan Hari Raya dengan akad wadi‟ah di KSPPS Bina Umat Mandiri adalah 
sebagai berikut: 
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Ibid,….hlm:94-96. 
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1. Mengisi formulir anggota, adapun isi dari formulir tersebut antara lain: 
a. Nama Lengkap; 
b. Tempat dan Tanggal Lahir; 
c. Alamat; 
d. Nomor Identitas (KTP(kartu tanda penduduk); 
e. Nomor telepon; 
f. Pekerjaan; 
g. Ahli waris. 
2. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan Qurban dan Hari Raya, 
sebagai berikut: 
a. Nama lengkap; 
b. Alamat; 
c. Pekerjaan; 
d. Nomor identitas (KTP/SIM); 
e.  Nomor telepon; 
f. Nomor rekening; 
g. Jenis simpanan; 
h. Tandan tangan diatas materai Rp. 6.000,-6 
 
 
                                                          
6
 Zainal Fattah Nurullah, Manager KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali, 
Wawancara Pribadi, senin, 26 November 2018, jam 09.00-11.00 WIB 
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KSPPS Bina Umat Mandiri mengadakan produk simpanan Qurban dan 
Hari Raya dengan ketentuan produk sebagai berikut: 
1. Produk simpanan Qurban dan Hari Raya menggunakan prinsip wadi‟ah 
yad dhamanah yaitu dana titipan yang dimanfaatkan secara produktif 
dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara professional dan sesuai 
dengan aspek syariah. 
2. Anggota produk simpanan Qurban dan Hari Raya adalah yang telah 
mendaftarkan diri dan menjadi anggota di KSPPS Bina Umat Mandiri. 
Dan seluruh anggota yang telah terdaftar harus mengikuti segala aturan 
dan taat terhadap tata tertib yang telah di tetapkan oleh KSPPS Bina Umat 
Mandiri. 
3. Setoran Tabungan 
a. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-  
b. Setoran tabungan dilaksanakan selama 12 bulan berturut-turut 
c. Pelayanan tabungan dilaksanakan di KSPPS Bina Umat Mandiri 
disetiap hari kerja 
4. Fasilitas 
a. Memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan  
b. Bisa fasilitas antar jemput 
5. Lain-lain 
Apabila anggota berhalangan tetap/meninggal dunia maka hak dan 
kewajibannya diserahkan kepada ahli waris.
7
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 Brosur produk simpanan di KSPPS Bina Umat Mandiri  
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Dalam pelaksanaannya, produk simpanan Hari Raya dan Qurban yang 
menggunakan dasar akad wadi‟ah ini memiliki beberapa ketentuan, diantaranya: 
1. Bersifat simpanan 
KSPPS Bina Umat Mandiri dalam menentukan pelaksanaan akad 
wadi‟ah yaitu berbentuk simpanan dengan bentuk wadi‟ah yad ad 
dhamanah dimana pihak BMT bisa memanfaatkan dana yang 
dihimpun dari nasabah yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha 
atau investasi. 
2. Simpanan hanya bisa diambil pada waktu tertentu 
Dalam hal ini apabila nasabah ingin mengambil atau menarik 
tabungannya maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Nasabah menunjukkan identitas 
b. Menunjukkan buku tabungan 
c. Di waktu yang telah ditentukan (menjelang Hari Raya) 
Adapun manfaat dan tujuan dari produk Simpanan Qurban dan Hari Raya 
ini adalah untuk menghimpun dana nasabah yang berniat menabung dalam rangka 
memenuhi kebutuhan saat menjelang hari raya, dan KSPPS Bina Umat Mandiri 
sudah pasti menjaga dan menjamin dana nasabah serta mengembalikan dana tepat 
waktu sesuai yang telah disepakati sebelumnya. 
Para anggota nasabah yang mengikuti produk Simpanan Qurban dan Hari 
Raya ini telah dijelaskan mengenai akad pada saat awal mendaftar. Namun ada 
beberapa yang kurang memahami prinsip akad wadi‟ah. Dengan 
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penandatangannan di akhir perjanjian yang dilakukan diatas materai maka kedua 
belah pihak yakni pihak KSPPS Bina Umat Mandiri dan juga pihak anggota di 
anggap menyetujui semua peraturan dan taat akan peraturan dalam perjanjian 
yang telah disepakati diawal.
8
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 Ida, Anggota Simpanan Qurban dan Hari Raya, Wawancara Pribadi, 26 November 
2018, senin, 26 November 2018, jam 13.00-14.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS AKAD WADI’AH dalam PERSPEKTIF FIKIH dan FATWA 
DSN-MUI NOMOR:02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BINA UMAT 
MANDIRI BOYOLALI 
Dalam wacana fiqih dan ekonomi Islam, sesungguhnya ada sebuah 
akad muamalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad 
wadi‟ah. Di beberapa lembaga keuangan syariah, instrumen wadi‟ah ini 
dijadikan sebagai instrument alternatifuntuk menggantikan tabungan yang 
dilengkapi dengan instrument bunga di lembaga konvensional.
1
 
KSPPS Bina Umat Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah 
yang mempunyai banyak produk dalam pengembangan usaha yang 
berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang dikelola adalah 
produk simpanan Qurban dan Hari Raya. Simpanan ini menggunakan 
prinsip akad wadi‟ah yad dhmanah. Dengan prinsip ini KSPPS dapat 
menggunakan dan memanfaatkan simpanan secara produktif dalam bentuk 
pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. 
Produk simpanan Qurban dan Hari Raya digunakan sebagai sarana 
persiapan qurban dan Hari Raya dengan cara menyisihkan rezeki untuk 
disimpan setiap bulan. Namun sejak berdirinya KSPPS Bina Umat 
Mandiri pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2018 tercatat hanya ada 7 
anggota yang terdaftar sebagai anggota nasabah yang ikut produk 
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 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan…,hlm. 1.  
55 
 
55 
 
simpanan Qurban dan Hari Raya ini. Dilihat dari data yang ada 
menunjukkan bahwa minimnya minat masyarakat untuk mengambil 
produk simpanan Qurban dan Hari Raya. Namun untuk masyarakat yang 
ingin menjadi anggota simpanan Qurban dan Hari  Raya, calon anggota 
haruslah mendaftar terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Mengisi formulir anggota, isi dari fromulir yaitu: nama lengkap, 
alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor ktp/sim, nomor telepon, 
pekerjaan, dan juga ahli waris. 
2. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan Qurban dan Hari 
Raya yang berisi: nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor ktp/sim, 
nomor telepon, nomor rekening, jenis simpanan, nominal, dan 
tandan tangan diatas materai Rp. 6000-, 
Adapun beberapa hal yang ditawarkan pada produk ini untuk para 
anggota, yang ketentuannya sebagai berikut: 
1. Simpanan Qurban dan Hari Raya menggunakan prinsip wadi;ah 
yad dhamanah, dana titipan akan dimanfaatkan secara produktif 
dalam bentuk pembiayaan kepada anggota yang tentunya sesuai 
dengan aspek syariah. 
2. Setoran 
a. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-  
b. Setoran tabungan dilaksanakan selama 12 bulan berturut-turut 
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c. Pelayanan tabungan dilaksanakan di KSPPS Bina Umat 
Mandiri disetiap hari kerja 
3. Fasilitas 
a. Memperoleh bagi hasil kompetitif setiap bulan 
b. Bisa fasilitas antar jemput 
4. Apabila anggota yang bersangkutan meninggal maka hak dan 
kewajiban dialihkan ke ahli waris. 
Sedangkan prinsip-prinsip akad wadi‟ah menurut fatwa DSN MUI 
No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro: Ketentuan Umum Giro 
berdasarkan akad wadi‟ah: 
1. Bersifat titipan 
Dalam praktiknya produk simpanan Qurban dan Hari Raya di 
KSPPS Bina Umat Mandiri ini bersifat simpanan, rukun dan syarat 
sudah terpenuhi dengan adanya pihak yang menitipkan (nasabah) dan 
juga pihak yang menerima titipan (KSPPS), adanya barang yang 
dititipkan (uang), dilakukannya shiqat ijab dan Kabul. 
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call) 
Menurut fatwa DSN MUI simpanan dengan akad wadi‟ah 
merupakan titipan yang murni orang ingin menitipkan kepada yang 
dititipi dan bisa di ambil kapan pun. Namun dalam produk simpanan 
Qurban dan Hari Raya pada kenyataanya tidaklah seperti itu, karena 
uang yang dititipkan para anggota hanya boleh diambil pada saat 
menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha saja sesuai 
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dengan akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal ole kedua 
belah pihak. 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 
(„athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank. 
 Dalam kerangka pengerahan dana wadi‟ah, dengan seizin penitip 
(anggota) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersil, sehingga 
bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibah 
(bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti dimuka 
dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau prosentase atas nilai pokok 
dana wadi‟ah, misalnya sekian-sekian. Sebaliknya, bila kerugian yang 
didapat, BMT menanggung resiko kerugian tersebut.
2
 
Tabungan berupa uang yang dijanjikan diperjanjian akad al-wadiah 
itu tidak diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI dan Hukum Islam. 
Namun jika nasabah sudah berakhir masa tabungannya atau dalam satu 
periode tertentu, nasabah ingin mengambil tabungannya kemudian 
Bank merasa berterimakasih kepada nasabah tersebut dengan bonus 
atau hadiah maka hal tersebut diperbolehkan. Semua keuntungan dan 
hak pemanfaatan dana para anggota menjadi milik BMT. Namun pihak 
BMT boleh memberikan hadiah yang sifatnya sukarela kepada 
anggota. Dalam hal ini KSPPS Bina Umat Mandiri belum sesuai 
dengan prinsip akad wadi‟ah. Karena KSPPS Bina Umat Mandiri 
                                                          
2
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syar‟iah: Beberapa Permasalahan 
dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta: UII Press,2002), hlm. 30. 
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memberikan fasilitas berupa bagi hasil kompetitif yang 
diakumulasikan setiap bulan. 
 Sedangkan menurut Jumhur Ulama‟, bahwa rukun wadi‟ah ada 
tiga, yaitu: 1) Orang yang berakad; 2) Barang titipan; 3) Sighat ijab 
dan kabul. Mengenai syarat-syarat dalam wadi‟ah adalah sebagai 
berikut:
 
1. Orang yang berakad, orang yang berakad harus berakal, anak 
kecil yang tidak berakal (mumayyiz) yang telah diizinkan oleh 
walinya boleh melakukan akad wadi‟ah. Mereka tidak 
mensyaratkan baligh dalam soal wadi‟ah. Orang gila tidak 
dibenarkan melakukan akad wadi‟ah. Menurut Jumhur Ulama‟, 
orang yang melakukan akad wadi‟ah disyaratkan baligh, 
berakal, dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena 
akad wadi‟ah merupakan akad yang banyak mengandung 
resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah 
berakal, tidak dapat melakukan akad wadi‟ah baik sebagai 
orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima 
titipan. Sedangkan di KSPPS Bina Umat Mandiri ini sudah 
memenuhi syarat karena nasabah yang mengikuti produk 
Simpanan Hari Raya dan Qurban ini harus menyerahkan photo 
copy KTP, itu tandanya sudah berumur dan tentu sudah 
berakal. Nasabah pun harus menandatangani materai surat 
perjanjian.
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2. Barang titipan, yang dimaksud dengan objek hukum dalam 
pelaksanaan penitipan barang adalah barangnya yang akan 
dititipkan dan milik penitip sendiri, barang yang tidak sah 
mengenai siapa pemiliknya yang jelas dan bertentangan dengan 
undang-undang maka tidak dapat dijadikan sebagai objek 
perjanjian pelaksanaan penitipan barang karena akan dapat 
menimbulkan kemudharatan bagi yang menerima titipan 
tersebut. Sedangkan yang berlaku pada KSPPS Bina Umat 
Mandiri ini nasabah datang untuk menitipkan uangnya yang 
bertujuan untuk dijaga. Uang tersebut jelas dimiliki penuh oleh 
nasabah.
 
3. Shighat ijab dan Kabul 
4. Prosedur yang ada di KSPPS Bina Umat Mandiri ini apabila 
masyarakat ingin menabung dengan simpanan hari raya dan 
qurban ini makan calon anggota haruslah datang ke koperasi 
selanjutnya pihak KSPPS akan memberikan penjelasan tentang 
system simpanan dan calon anggota diperkenankan mengisi 
formulir yang telah disediakan serta menandatangani surat 
perjanjian. Maka dari itu pihak KSPPS telah memenuhi syarat 
dan rukun wadi‟ah menurut Jumhur Ulama. 
Menurut Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad 
wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain 
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yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 
akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat 
lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuannya sebagai berikut: 
1. Tabungan wadi‟ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni 
dan harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai 
dengan kehendak pemiliknya. Dalam produk simpanan hari raya 
dan qurban, KSPPS Bina Umat Mandiri sesuai dengan ketentuan 
karena diambil pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati kedua belah pihak. 
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan 
barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah 
penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak mengalami kerugian.  
Dalam hal ini KSPPS Bina Umat Mandiri bertanggung jawab 
penuh atas kerugian. 
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta 
sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan 
rekening. Dalam hal ini pihak KSPPS memberikan bagi hasil 
kompetitif yang di akumulasikan setiap bulan.
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut: 
1. KSPPS Bina Umat Mandiri dalam menentukan pelaksanaan akad wadi‟ah 
pada produk simpanan Qurban dan Hari Raya yaitu berbentuk simpanan 
dengan bentuk wadi‟ah yad ad dhamanah dimana pihak BMT bisa 
memanfaatkan dana yang dihimpun dari nasabah yang dapat digunakan 
untuk kegiatam usaha atau investasi. Setoran awal minimal pada simpanan 
ini sebesar Rp. 20.000,- dan begitupun setoran pada bulan selanjutnya. 
Setoran dilaksanakan selama 12 bulan berturut-turut dan pelayanan 
tabungan dilaksanakan di KSPPS Bina Umat Mandiri disetiap hari kerja. 
Apabila anggota berhalangan tetap/meninggal dunia maka hak dan 
kewajibannya diserahkan kepada ahli waris. KSPPS Bina Umat Mandiri 
memberikan fasilitas berupa bagi hasil kompetitif yang diakumulasikan 
setiap bulan. 
2. Penerapan akad wadi‟ah pada simpanan Qurban dan Hari Raya di KSPPS 
Bina Umat Mandiri sesuai dengan fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu 
sebagai berikut: 
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a. Bersifat titipan 
Dalam praktiknya produk simpanan Qurban dan Hari Raya di 
KSPPS Bina Umat Mandiri ini bersifat simpanan, rukun dan syarat 
sudah terpenuhi dengan adanya pihak yang menitipkan (nasabah) dan 
juga pihak yang menerima titipan (KSPPS), adanya barang yang 
dititipkan (uang), dilakukannya shiqat ijab dan Kabul. 
b. Pengambilan Simpanan 
Uang yang dititipkan para anggota hanya boleh diambil pada saat 
menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha saja. Maka 
dari itu produk simpanan ini sesuai dengan prinsip syariah yang ada 
karena termasuk akad Wadi‟ah khusus dimana pada akad perjanjian 
telah disebutkan bahwa pengambilan simpanan pada waktu tertentu 
saja. 
c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada anggota pemilik 
rekening wadi‟ah tanpa perjanjian sebelumnya. Namun KSPPS Bina 
Umat Mandiri memberikan fasilitas berupa bagi hasil kompetitif yang 
diakumulasikan setiap bulan. Dimana hal tersebut belum sesuai dengan 
prinsip akad wadi‟ah. 
 
B. Saran-saran 
Dari analisa yang telah dilakukan, penulis memiliki saran yang mungkin 
dapat dijadikan masukan bagi pihak KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali. 
Beberapa saran tersebut adalah: 
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a. Mempromosikan produk simpanan Qurban dan Hari Raya salah 
satunya dengan cara mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. 
b. Untuk mewujudkan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI produk 
simpanan dengan akad wadiah. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
  
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan 
Kepada Manager Utama KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi 
a. Kapan dan bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Bina Umat Mandiri 
Bumi? 
b. Apa saja produk dan jasa yang ada di KSPPS Bina Umat Mandiri? 
c. Pengertian wadi‟ah dan jenis-jenisnya? 
d. Apakah yang dimaksud simpanan Qurban dan Hari Raya dan sejak kapan 
simpanan tersebut di jalankan? 
e. Bagaimana sistem akad wadi‟ah pada produk simpanan Qurban dan Hari 
Raya di KSPPS Bina Umat Mandiri? 
f. Bagaimana prosedur pengajuan produk simpanan wadi‟ah  di KSPPS Bina 
Umat Mandiri? 
g. Berapa jumlah anggota yang ada di KSPPS Bina Umat Mandiri? Dan ada 
berapa anggota yang mengikuti produk simpanan Hari Raya? 
Jawaban: 
a. Sejarah KSPPS Bina Umat Mandiri 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari‟ah Bina Umat 
Mandiri Bumi berkedudukan di JL. Kalioso-Simo km 4,7 Mojobaru 
Rembun Nogosari Boyolali. KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi didaftar 
pada dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa 
Tengah, dengan badan hukum Nomor 970/BH/XIV.5/V/2014 tanggal 1 
Mei 2014. Jadi sudah berdiri selama empat tahun terhitung sejak 
pendaftarannya. 
b. Produk 
Pada KSPPS ini ada Produk simpanan yang terdiri dari empat 
produk yaitu: simpanan umat, simpanan pendidikan, simpanan qurban 
dan hari raya, dan simpanan masa depan. Dan produk pembiayaan yang 
  
terdiri dari tiga produk yaitu: pembiayaan murha>bahah, pembiayaan 
mud}ha>rabah dan musyarakah, dan pembiayaan ijarah. 
c. Pengertian wadi‟ah 
Wadi‟ah adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang 
berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi 
kepercayaan. Secara umum terdapat dua jenis akad wadi‟ah: 
a) Wadi‟ah yad al-amanah berarti akad penitipan barang atau uang 
dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang 
atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan 
atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan 
perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dibawah prinsip yad 
amanah ini barang titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan dan 
barang tersebut tidak boleh digunakan serta pengelola berhak untuk 
memanfaatkan barang titipan tersebut. Status penerima titipan 
berdasarkan wadi‟ah yad amanah akan berubah menjadi wadi‟ah yad 
dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini. Harta titipan telah 
dicampur dan pengelola menggunakan harta titipan tersebut. 
b) Wadi‟ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang titipan 
dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa  izin pemilik barang 
atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan. Semua 
manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang 
atau uang tersebut menjadi penerima titipan atau akad titipan dimana 
penerima titipan (KPPS/BMT) adalah penerima kepercayaan (trustee) 
  
yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan penerima 
simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau 
kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut.  Dalam wadiah 
yad dhamanah ini mengandung makna bahwa sebagai pemegang 
amanah di beri izin untuk mengelola uang tersebut kedalam operasi 
KPPS. Bila  terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 
sepenuhnya menjadi milik  KPPS.  Tetapi tidak ada halangan bila 
pihak KPPS memberikan sebagian keuntungannya itu sebagai sekedar 
imbalan kepada pemilik uang. Sebaliknya bila terdapat kerugian pihak 
KPPS wajib menggantinya. 
d. Produk Simpanan Qurban dan Hari Raya 
Akad Wadi’ah di KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi merupakan 
penghimpunan dana anggota dengan bentuk simpanan atau investasi 
berdasarkan wadi‟ah yang berlaku. Produk ini dijalankan sejak Koperasi 
didirikan pada tahun 2014. 
e. Sistem akad 
Simpanan Qurban dan Hari Raya menggunakan prinsip wadi‟ah 
yad dhamanah, dana titipan akan dimanfaatkan secara produktif dalam 
bentuk pembiayaan kepada anggota yang tentunya sesuai dengan aspek 
syariah. 
f. Prosedur 
Nasabah datang ke kantor lalu mengisi formulir anggota, isi dari 
formulir yaitu: nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor 
ktp/sim, nomor telepon, pekerjaan, dan juga ahli waris. Setelah itu mengisi 
formulir pembukaan rekening simpanan Qurban dan Hari Raya yang 
  
berisi: nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor ktp/sim, nomor telepon, 
nomor rekening, jenis simpanan, nominal, dan tandan tangan diatas 
materai Rp. 6000-, 
g. Pada RAT tahun 2016 anggota Koperasi ini terdiri dari 320 orang anggota. 
Yang terdiri dari 242 laki-laki dan 78 perempuan. Pada tahun 2018 
anggota semakin meningkat menjadi 600an anggota. Pada tahun 2014 
hingga akhir tahun 2018 tercatat hanya ada 7 anggota yang terdaftar 
sebagai anggota nasabah yang ikut produk simpanan Qurban dan Hari 
Raya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3: Dokumentasi 
1. KSPPS Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali 
 
2. Wawancara dengan nasabah di tempat kerjanya 
 
 
 
 
 
  
3. Bersama Manager dan Staff 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Brosur 
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